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1. PENDAHULUAN
Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il merupakan instansi pemerintah dibawah Mahkamah

Agung. Pengadilan tersebut beralamatkan di Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat. Sebagai instansi pemerintah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il perlu
memperhatikan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Untuk itu, dalam upaya
membantu masyarakat dalam mencari keadilan, Pengadilan Negeri Kelas Il Cikarang berupaya
untuk meminta masukan dan rekomendasi. Selain itu, Pengadilan Negeri Kelas Il Cikarang juga
berdedikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sumber daya
manusianya melalui penerapan perbaikan yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan sesuai
dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan organisasi, dengan tujuan
untuk mencapai perbaikan yang cepat dan menyeluruh. Dengan demikian, pengadilan akan
menunjukkan komitmen dan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap masalah internal
dan eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan yang diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sumber daya manusia di dalam
organisasi (Novita et al., 2023; Supangat, 2023).

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il berusaha untuk menerapkan standar pelayanan
yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan perkembangan
organisasi, sehingga dapat memberikan respons yang cepat dan menyeluruh terhadap isu-isu
yang muncul baik dari dalam maupun luar organisasi (Komarudin & Hendro, 2017). Sistem
manajemen mutu (SMM) yang diterapkan di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il berfokus
pada kepuasan pelanggan, yang merupakan salah satu prinsip dasar dari ISO 9001:2015.
Sistem Manajemen Mutu (SMM) berfungsi sebagai panduan dalam meningkatkan kepuasan
pelanggan sekaligus mendukung upaya perbaikan berkelanjutan. Penerapan SMM bertujuan
untuk membantu organisasi menjaga kualitas barang atau jasa yang dihasilkan (BNS, 2018).
Dengan menerapkan sistem ini, organisasi diharapkan mampu mengelola barang atau jasa
sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan oleh pelanggan (Rahayu, 2021).

Penerapan SMM ini melibatkan semua pihak berkepentingan (stakeholders) untuk
memanfaatkan sumber daya secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan (Hairiyah, 2016; Nurmilayanti, 2023; Ekawati et al., 2024).
Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan bahwa perubahan di pengadilan berfokus
pada pelanggan, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan (Willar &
Pangemanan, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan SMM di
Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il merupakan bagian dari strategi pelaksanaan rencana
Mahkamah Agung RI di tingkat pertama. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya
pemahaman mengenai visi dan misi lembaga peradilan di kalangan personil (Apriani &
Renosori, 2022). Oleh karena itu, pengadilan perlu mengembangkan sistem manajemen mutu
yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna, serta sesuai dengan regulasi yang
berlaku (Admaja, 2015). Hal ini mencakup penyusunan dokumen mutu yang memadai,
termasuk manual mutu yang berisi petunjuk praktis mengenai cara dan prosedur dalam
menerapkan SMM (lkhtiar et al., 2023).

Pada ISO 9001:2015 terdapat 10 klausul yaitu: “ruang lingkup, referensi normatif,
istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional,
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penilaian kerja, dan peningkatan.” Namun, penelitian ini menggunakan klausul 4 yang
berhubungan dengan organisasi. Karena konteks organisasi berkaitan dengan salah satu
dokumen mutu yang dibutuhkan untuk mencapai kriteria sistem manajemen mutu. Klausul 4
menjelaskan tentang persyaratan dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
(Tangradi & Rahardjo, 2018).

Penelitian ini mengkaji ISO 9001:2015 Klausul 4 tentang konteks organisasi. Klausul ini
menekankan pada mengetahui persyaratan dan dokumentasi SMM dan bagaimana organisasi
dapat mengatasi tantangan kinerja internal dan eksternal (Hidayat et al., 2023). Nilai-nilai,
pengetahuan, budaya, dan kinerja organisasi merupakan faktor internal; hukum, teknologi,
dan kondisi pasar merupakan faktor eksternal (Nasution, 2019). Memahami latar belakang ini
membantu Pengadilan Negeri Kelas |l Cikarang dalam memantau kualitas layanan masyarakat
(Suryadari et al., 2019).

Klausul 4 1SO 9001:2015 memeriksa perkembangan lingkungan yang berkaitan dengan
masalah internal dan eksternal secara tidak langsung, membahas manual mutu di mana
proses operasional dilakukan untuk menyimpan informasi terdokumentasi vyang
memverifikasi bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai rencana (TUVRheinland, 2016). Isu
internal dibedakan atas faktor-faktor antara lain: “nilai, pengetahuan, budaya dan kinerja
organisasi, sedangkan isu eksternal dalam persyaratan standar dibedakan atas faktor-faktor
antara lain : hukum atau undang undang, budaya, teknologi, persaingan, pasar, masyarakat
dan lingkungan ekonomi” (Siahaan et al., 2017).

Secara keseluruhan, penerapan SMM di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas I
diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Melalui
pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada pelanggan, pengadilan dapat beradaptasi
dengan perubahan dan tantangan yang ada, serta meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga
peradilan yang terpercaya (Hidayat et al., 2016).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il terletak di daerah Bekasi, pengadilan dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Bekasi yang wilayah hukumnya Kabupaten Bekasi berdiri. Pada dasarnya,
berdirinya pengadilan bertujuan untuk pelayanan terhadap pencari keadilan dilaksanakan.
Keputusan Presiden No. 14/2016, pada tanggal 26 April 2016, membentuk Pengadilan Negeri
Cikarang. Pengadilan Negeri Bekasi kehilangan yurisdiksi atas Kabupaten Bekasi ketika
Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il didirikan. Pengadilan Negeri Cikarang kini memberikan
pelayanan kepada para pencari keadilan di Kabupaten Bekasi, menggantikan Pengadilan
Negeri Bekasi.

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il berlokasi di salah satu gedung Kompleks
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengadilan ini merupakan pelaksana “kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan umum tingkat pertama” yang bertugas “menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Tugasnya meliputi “menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan,” serta tugas lain yang diatur oleh
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undang-undang. Pengadilan juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum
kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.

2.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Kepuasan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan adalah tujuan dari Sistem Manajemen
Mutu (SMM) (Rahayu, 2021). Kondisi ini bertujuan untuk setiap lembaga atau organisasi
dapat menjaga mutu produk dan layanan yang dijual (BSN, 2018). Sistem manajemen mutu,
pertama kali diperkenalkan oleh “International Organization for Standardization (ISO)” dan
diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai SNI ISO 9001:2015. Dikutip dari
Tukiran (2016) dan Tangradi & Rahardjo (2018) bahwa “International Organization for
Standardization (ISO) merupakan suatu organisasi yang mengatur standar internasional yang
membuat suatu produk barang ataupun jasa, dipercaya memiliki spesifikasi kelas dunia yang
memungkinkan produk untuk terlibat dalam perdagangan dunia”.

Menurut Lubis et al. (2022) terjadi perubahan utama dalam ISO 9001:2015 adalah
terjadi pendekatan yang lebih sistematis, adanya pemahaman konteks organisasi,
menekankan pencapan nilai lembaga/oranisasi dan pelanggan, serta penerapan pada
organisasi jasa dan layanan. Hal ini sesuai dengan Suryana et al. (2019) dan Putri & Supriyadi
(2021) penerapan ISO 9001:2015 dinilai dapat meningkatkan produtifitas, kepercayaan,
kepuasan konsumen bahkan menjadi kewajiban bagi setiap lembaga untuk penyesuain
kondisi perkembangan lembaga atau organisasi.

Dikutip dari Ramadhany (2017), Handayani (2014), dan Amaliah et al. (2021), manfaat
implementasi ISO 9001:2015 meliputi tiga bagian, “yaitu (1) Bagi organisasi, berfungsi untuk
meningkatkan efisiensi tingkat operasional, meningkatkan efisiensi tingkat organisasi,
meningkatkan produktifitas, meningkatkan kinerja proses, kepercayaan konsumen,
mempertinggi posisi organisasi dalam persaingan di pasar; (2) Bagi karyawan berfungsi untuk
meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja, meningkatkan kebanggaan terhadap
perusahaan, dan timbulnya proses pembelajaran bagi keberhasilan dalam bekerja; (3) Bagi
konsumen berfungsi untuk meningkatkan mutu produk dan jasa bermutu sesuai harapan
konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan yang tinggi, risiko transaksi
yang rendah”.

2.3. Klausul 4.1 Isu Eksternal dan Internal Organisasi

Implementasi Klausul 4 dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada lembaga
peradilan, khususnya pengadilan, merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun
fondasi sistem manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan. Klausul ini menekankan
pentingnya pemahaman terhadap konteks organisasi, baik dari aspek internal maupun
eksternal, yang berpengaruh terhadap arah strategis dan pencapaian tujuan mutu. Dalam
konteks pengadilan, hal ini mencakup identifikasi isu-isu yang relevan seperti regulasi hukum,
ekspektasi pemangku kepentingan (misalnya pencari keadilan, aparat hukum, dan
masyarakat luas), serta kondisi sosial-politik yang dapat memengaruhi operasional peradilan.
Selain itu, pengadilan juga dituntut untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pihak
berkepentingan serta menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang sesuai
dengan tugas dan fungsi institusi. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap konteks
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organisasional ini, pengadilan dapat merancang dan mengimplementasikan sistem mutu yang
responsif, adaptif, dan akuntabel, sehingga mendukung terciptanya layanan peradilan yang
transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Klausul 4 konteks organisasi menjadi salah satu klausul terbaru pada ISO 9001:2015.
Klausul ini salah satunya menekankan pada masalah isu internal dan eksternal (Rahayu, 2021).
Dengan kata lain, klausul ini tidak hanya berfokus pada stakeholder atau pelanggan namun
juga berdampak pada lingkungan yang berdampak pada organisasi. Isu internal dibedakan
atas faktor-faktor antara lain: “nilai, pengetahuan, budaya dan kinerja organisasi, sedangkan
isu eksternal dalam persyaratan standar dibedakan atas faktor-faktor antara lain:
hukum/undang undang, budaya, teknologi, persaingan, pasar, masyarakat dan lingkungan
ekonomi” (Siahaan et al., 2017).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif mempelajari dan memahami fenomena (Daliana &
Rasyid, 2018). Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi. Observasi digunakan
untuk mendapatkan data dengan cara mengamati proses (Riduwan, 2004). Setelah
mengumpulkan data, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membahas permasalahan
secara rinci. Dengan demikian, dengan menjelaskan implementasi sistem manajemen ISO
9001:2015 klausul 4 Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il, penulis dapat melihat fenomena
lapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi ISO 9001:2015 dalam lingkungan instansi pemerintahan merupakan strategi
yang relevan dalam upaya meningkatkan daya saing, khususnya dalam penyediaan layanan
publik yang unggul kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai aktivitas atau rangkaian
aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, mencakup penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administratif oleh
institusi penyelenggara layanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai entitas
penyelenggara dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal guna menciptakan
kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, mengingat adanya tanggung jawab
negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak publik.

Klausul 4 ISO 9001:2015, yang berfokus pada pemahaman terhadap konteks
organisasi, menjadi elemen mendasar dalam penerapan sistem manajemen mutu di
lingkungan pengadilan. Implementasi klausul ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik memahami secara menyeluruh faktor-faktor
yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam memberikan pelayanan hukum yang
berkualitas. Pengadilan perlu mengidentifikasi kondisi eksternal seperti perubahan peraturan
perundang-undangan, dinamika sosial, tuntutan transparansi publik, serta perkembangan
teknologi informasi yang memengaruhi ekspektasi pemangku kepentingan. Di sisi lain, faktor
internal seperti struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, budaya kerja, serta
kapasitas sarana dan prasarana juga harus dianalisis secara sistematis.
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Selanjutnya, pengadilan wajib menetapkan kebutuhan dan harapan para pihak
berkepentingan, termasuk pencari keadilan, lembaga penegak hukum lainnya, lembaga
pengawas, serta masyarakat umum. Pemahaman terhadap harapan tersebut menjadi dasar
dalam menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang akan diterapkan. Penetapan
ruang lingkup ini harus mencerminkan fungsi-fungsi inti pengadilan, seperti pelayanan
perkara, administrasi peradilan, serta pelayanan informasi publik. Dengan demikian,
implementasi klausul 4 mendorong pengadilan untuk tidak hanya memenuhi persyaratan
formal, tetapi juga untuk membangun sistem yang selaras dengan kebutuhan kontekstualnya.

Lebih jauh, klausul ini menuntut pengadilan untuk mendokumentasikan informasi
relevan mengenai konteks organisasi dan secara berkala meninjaunya agar tetap relevan dan
mutakhir. Proses ini penting guna menjamin bahwa sistem manajemen mutu tidak bersifat
statis, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu,
penerapan Klausul 4 tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan standar, melainkan sebagai
instrumen strategis dalam mewujudkan peradilan yang modern, akuntabel, dan berorientasi
pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dalam artikel ini untuk meningkatkan mutu pelayanan lembaga Pengadilan Negeri
Cikarang Kelas Il dapat dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 klausul 4, dimana menejemen mutu yang telah dimutakhirkan dari sebelumnya.
Untuk itu, berdasarkan hasil observasi di pengadilan negeri cikarang terkait penerapan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 4 menurut TUVRheinland (2016) terdapat 4
persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Memahami organisasi dan konteksnya

Klausul 4 mewajibkan Pengadilan Negeri Kelas Il Cikarang untuk mengidentifikasi

masalah internal dan eksternal yang terkait dengan tujuan dan arah strategis

organisasi yang mempengaruhi hasil dari sistem manajemen mutunya.

a. lIsu Internal yang dibedakan atas faktor seperti nilai, pengetahuan, budaya dan
kinerja organisasi. Berikut permasalahan yang terjadi di Pengadilan Negeri
Cikarang Kelas Il berdasarkan isu internal:

1) Pengetahuan: Tujuan dan misi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il kurang
dipahami oleh semua profesional peradilan, dan para pencari keadilan dan
pengguna pengadilan tidak mengetahui prosedur, dokumen, dan persyaratan.

2) Budaya: Sarana dan prasarana ruang sidang elektronik masih sangat terbatas,
Penyimpanan dan pengelolaan aset negara belum optimal, dan Akuntabilitas
pengadaan barang dan jasa.

3) Kinerja Badan: Distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata
pada pengelolaan sumber daya manusia.

b. Isu Eksternal dapat dibedakan atas faktor-faktor antara lain: “hukum atau undang-
undang, budaya, teknologi, persaingan, pasar, masyarakat dan lingkungan
ekonomi.” Berikut permasalahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas
Il berdasarkan faktor-faktor eksternal:

1) Teknologi: Belum adanya kebijakan sistem manajemen Tl yang komprehensif
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dan terintegrasi untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
Dan transparansi peradilan harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan
permintaan informasi dari masyarakat.
2) Masyarakat: Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
2. Memahami kebutuhan dan ekspetasi dari pihak berkepentingan

Dalam menjalankan proses di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il perlu beriringan

dengan kebutuhan dan ekspektasi stakeholder, menyediakan pelayanan yang

bermutu bagi pengguna, serta meningkatkan fasilitas dan sumber daya manusia
terhadap hakim dan aparatur peradilan.
3. Menetapkan lingkup dasi sistem manajemn mutu

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Negeri Cikarang

Kelas Il mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi unit, yaitu: “manajemen peradilan,

administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan pelayanan

publik.” Manual mutu disusun sebagai panduan selama proses tersebut berlangsung.

Hal ini sesuai dengan pendapat Tangradi & Rahardjo (2018) dimana menggunakan

manual mutu dalam persyaratan dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2015. Manual mutu yaitu petunjuk praktis terkait langkah bagaimana sistem

menejemen mutu dalam dokumen tertulis.

4. Sistem Manajemen Mutu

Dalam proses yang diperlukan pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il untuk

mencapai manajemen yang bermutu dilakukan penyesuaian serta perencaan untuk

mengatasi isu internal dan isu eksternal. Berdasarkan hasil observasi berikut cara

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas Il dalam mengatasi isu internal dan isu eksternal

yang terjadi di lembaganya antara lain: Setiap permasalahan di Pengadilan Negeri

Cikarang Kelas Il ditetapkan sebagai risiko yang dimonitor, dievaluasi, dan diawasi

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM secara transparan

dan akuntabel. Dengan standar pelayanan berbasis manajemen modern yang terus
direvisi dan diimplementasikan, layanan prima dapat tercapai secara konsisten.

Dampak besarnya dapat mengembalikan kepercayaan publik pada pengadilan.

Oleh karena itu, implementasinya untuk mendukung secara berkala dibutuhkan
ketekukan, kerja keras dalam setiap proses yang dilaksanakan pada lembaga Pengadilan
Negeri Cikarang Kelas Il, artinya kegiatan operasional harus terdokumentasi tercatat sebagai
informasi yang membuktikan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 4.1 akan memberikan dampak positif kepada
organisasi apabila terdapat komitmen yang kuat dari setiap stakeholder dalam melaksanakan
layanan dan memenuhi kebutuhan sesuai sistem manajemen mutu (Suryana et al., 2019).

Menurut Mahkamah Agung Rl (2019) Berikut beberapa manfaat penerapan ISO
9001:2015 di Pengadilan Negeri Cikarang:

Manfaat Utama
Dengan adanya standar mutu yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan pengguna
layanan, pengadilan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, ramah, dan sesuai
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dengan prinsip-prinsip keadilan. Sistem ini juga mendorong optimalisasi proses persidangan
melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi waktu penyelesaian perkara
maupun penggunaan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ISO 9001:2015 memperkuat
aspek transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan perkara, mulai dari
penerimaan berkas hingga putusan akhir, sehingga publik dapat memantau proses hukum
secara lebih terbuka dan terpercaya.

Standar ini menekankan pendekatan berbasis proses, manajemen risiko, serta
perbaikan berkelanjutan yang secara langsung mendorong efisiensi operasional dan
efektivitas sistem kerja di lembaga peradilan. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya
standar pelayanan yang konsisten, terdokumentasi, dan terukur, yang pada gilirannya
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan.

Dengan adanya sistem manajemen mutu, pengadilan dapat mengidentifikasi potensi
ketidaksesuaian, melakukan tindakan korektif secara sistematis, serta menetapkan indikator
kinerja utama (Key Performance Indicators) yang relevan. Selain itu, implementasi ISO
9001:2015 memperkuat budaya kerja berbasis mutu, meningkatkan kepuasan para pihak
berkepentingan, termasuk pencari keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap
integritas dan profesionalisme lembaga peradilan. Dengan demikian, penerapan standar ini
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam reformasi
birokrasi dan pembaruan sistem peradilan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Manfaat Operasional

Penerapan I1SO 9001:2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang juga membawa dampak
signifikan dalam aspek operasional, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan data perkara
yang lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses. Melalui standar ini, pengadilan dapat
menerapkan mekanisme pengendalian dokumen yang memastikan setiap informasi perkara
terdokumentasi dengan baik, terjaga keamanannya, dan dapat ditelusuri secara efisien. Selain
itu, adanya prosedur mutu yang baku memungkinkan pengawasan terhadap kualitas proses
persidangan menjadi lebih terukur dan efektif, sehingga setiap tahapan persidangan dapat
berlangsung sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas
operasional di pengadilan seperti pengelolaan perkara, pelayanan administrasi, dan
dokumentasi hukum dapat distandarisasi dan dimonitor secara sistematis. Hal ini
memungkinkan pengadilan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang bersifat
redundan, mempercepat alur kerja, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan
administratif.

Selain itu, ISO 9001:2015 mendorong penerapan sistem pengendalian dokumen yang
efektif, yang berdampak pada peningkatan akurasi, integritas, dan kemudahan akses
terhadap informasi hukum. Di sisi lain, dengan adanya evaluasi berkala terhadap proses kerja
dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, pengadilan dapat merespons dinamika
pelayanan dengan lebih adaptif. Penerapan sistem manajemen mutu ini juga memperkuat
disiplin kerja dan tanggung jawab individu maupun unit kerja, sehingga menciptakan budaya
organisasi yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima. Dengan demikian, manfaat
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operasional dari ISO 9001:2015 tidak hanya memperbaiki tata kelola internal pengadilan,
tetapi juga memperkuat kapasitas institusional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan
pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan transparan.

Manfaat Strategis

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 berperan penting dalam meningkatkan
reputasi Pengadilan Negeri Cikarang sebagai lembaga hukum yang profesional, transparan,
dan berorientasi pada pelayanan publik. Standar ini memungkinkan pengadilan untuk
menunjukkan komitmen institusional terhadap mutu layanan, kepatuhan terhadap prosedur
hukum, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan peradilan. Reputasi yang
baik ini selanjutnya membuka peluang bagi peningkatan kerja sama yang lebih sinergis
dengan lembaga-lembaga hukum lainnya, seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga bantuan
hukum, dan lembaga pengawasan yudisial, dalam rangka memperkuat integrasi sistem
penegakan hukum nasional. Selain itu, sistem yang terstruktur dan terstandarisasi
memperkuat kapasitas manajerial Pengadilan Negeri Cikarang dalam merumuskan,
melaksanakan, dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis kelembagaan secara efektif
dan efisien.

Penerapan standar ini bukan sekadar pemenuhan terhadap persyaratan mutu,
melainkan bagian dari strategi peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh. 1ISO
9001:2015 menekankan pentingnya orientasi pada kepuasan pengguna layanan, manajemen
risiko, dan perbaikan berkelanjutan, yang secara langsung mendukung visi jangka panjang
pengadilan sebagai institusi penyelenggara keadilan yang terpercaya. Dengan memiliki sistem
manajemen mutu yang terdokumentasi dan terintegrasi, pengadilan dapat merumuskan
kebijakan berbasis data, merancang strategi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan
pemangku kepentingan, serta meningkatkan citra institusional di mata publik. Selain itu,
penerapan standar ini memperkuat posisi pengadilan dalam mendukung agenda reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memperbesar
peluang untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional atas kualitas
sistem pelayanan yang dijalankannya. Oleh karena itu, 1SO 9001:2015 menjadi instrumen
strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan
berorientasi pada hasil (result-based management).

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian diatas bahwa setelah melakukan observasi terkait
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 4 pada pengadilan Negeri
Cikarang Kelas Il diperoleh bahwa banyak isu internal dan ekstenal yang perlu dibenahi hal ini
sesuai dengan persyaratan dari klausul 4 yang memiliki 4 syarat yaitu: “memahami organisasi
dan konteksnya, memahami kebutuhan dan ekspetasi dari pihak yan berkepentingan,
menetapkan lingkup dari sistem manajemen utu dan sistem manajemen mutu.” Keempat
syarat ini perlu dipenuhi karena menyangkut dalam proses terciptanya lembaga yang
bermutu.

Selain itu, dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lembaga tersebut diperoleh
hasil cara pihak yang bersangkutan bahwa perlu menetapkan setiap permasalahan sebagai
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risiko sehingga perlu dilalukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang baik, terlebih
lagi dari setiap proses harus dilakukan dokumentasi agar dapat menjadi bukti sesuai dengan
yang dijalankan.
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